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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat 

 

(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang mana negara hukum 

secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian 

manusia beradab, yang menjadi instrumen utama masyarakat dalam melestarikan 

kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau 

pemerintah.1 

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan  

di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin 

mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, 

negara Indonesia menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan 

yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Narkotika.2 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

 
1Harold J. Bremen, 1996, Latar Belakang Sejarah Hukum, Inc Edisi Indonesia Ceramah- 

Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Diterjemahkan oleh Gregory Churchil, FT Tatanusa, 

Jakarta, hlm. 3 
2O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, Narkoba dan Peradilannya, O.C. Kaligis 

&Associates, Jakarta, hlm. 5 

1 



2 
 

 

 

 

 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.3 Dari pengertian narkotika tersebut dapat diartikan bahwa 

penggunaan haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis 

tertentu dan kebutuhan tertentu pula, seperti contohnya adalah untuk kebutuhan 

medis. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika, Narkotika dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian : 

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan.4 

Pengaruh narkotika terhadap jasmani dapat menghilangkan nyeri, 

mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, 

pengaruhnya dapat menenangkan, dan menambah semangat. Sebagian narkotika 

 

3Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 
4Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 6 Ayat 1 
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menimbulkan halusinasi yaitu penglihatan khayali dan pendengaran khayali. Oleh 

karena itu tidak jarang pengaruh narkotika tersebut dapat mendatangkan 

kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa.5 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari 

peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari 

China, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Peredaran gelap 

narkotika ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang 

memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara.6 

Kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah 

transit peredaran narkotika, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah 

merupakan pasar peredaran narkotika. Keadaan ini sungguh sangat 

memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar 

adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan 

bangsa di masa depan.7 Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya 

penyalahgunaan narkotika yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa 

dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk 

 

 

 
 

5Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, Kejahatan Narkotika dan 

Psikotropik, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 3 
6Dadang Hawari, 2016, Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, & 

Zat Adiktif), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17 
7Prini Utami, 2016, Katakan Tidak pada Narkoba, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 

hlm. 57 



4 
 

 

 

 

 

memeranginya, karena bahaya narkotika dapat menghancurkan peradaban 

manusia. 

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat 

diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh 

perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama–sama 

yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi 

secara mantap, rapi dan sangat rahasia.8 

Kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga 

penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat 

dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum 

terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga 

dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan 

hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera 

dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. 

Sumatera selatan telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk 

peredaran narkotika, dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi 

gudang narkotika. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar 

narkotika yang berdomisili di Kota Palembang oleh Polisi, bahkan tertangkapnya 

warga Pribumi dan luar kota yang mengedarkan narkotika masuk melalui 

kendaraan travel-travel daerah. Kepolisian menyebutkan bahwa khususnya 

 

8Andi Hamzah, 2007, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta, hlm. 67 
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Sumsel telah menjadi daerah transit, modus melalui kurir narkotika dan 

penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah. 

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari website resmi Badan Narkotika 

Nasional Republik Indonesia (BNN Republik Indonesia) ada terdapat 275 kasus 

pelaporan tindak pidana narkotika dari tahun 2015-2019 di Kota Palembang.9 

Grafik I 
 

 

Sumber :Website Badan Narkotika Nasional 

 

 

Berdasarkan data di atas, kasus narkotika di Kota Palembang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus narkotika yang terjadi 

sebanyak 41 kasus meningkat menjadi 63 kasus pada tahun 2016 dan kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 60 kasus, pada tahun 2018 Kasus 

makin meningkat sampai 71 kasus sedangkan pada tahun 2019 kasus mengalami 

penurunan menjadi sebanyak 40 kasus. 

9Badan Narkotika Nasional, Data Statistik Kasus Narkotika, diakses dari 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ Pada tanggal 19 September 

2019 pukul 14:50 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/
https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/
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Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika 

tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009), dimana diberikan sanksi 

pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga 

dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin 

meningkat.Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak 

memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. 

Dalam Pasal 129 Undang Undang Narkotika dijabarkan lebih jauh 

perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Miliar 

dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum: 

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika; 

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika; 

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika.10 

Sedangkan, Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang Undang 

Narkotika,termasuk Pasal 132 dan Pasal 137 mengatur pidana-pidana yang dapat 

 
10Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 129 
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dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap 

percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh 

dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137) serta perbuatan-perbuatan lainnya.11 

Berdasarkan dari kumpulan-kumpulan penjelasan mengenai tindak pidana 

narkotika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tindak pidana 

narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 

dimana dikaitkan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, perdagangan dan 

penggunaan obat atau zat kimia yang berefek menurunkan tingkat kesadaran, 

ingatan, fisik dan yang menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan 

seseorang, dikarenakan akan diberikan sanksi fisik maupun moral bahkan 

perampasaan kekayaan bagi pelakunya. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan 

penulisan dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang didapat dari penulisan ini, yaitu : 

a. Apa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

Narkotika di Kota Palembang? 

b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir tindak pidana Narkotika di Kota Palembang? 

11Diana Kusumasari, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika- 

dan-prekursor-narkotika/, pada Tanggal 18 September 2019 pukul 15:07 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan 

untuk didapatkan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya 

penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak 

terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan 

informasi bagi pembaca dibidang hukum, dapat juga menambah wawasan 

pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu hukum pidana. 

b. Manfaat Praktis 

 

1. Memberikan Informasi dan menjadikan masukan bagi penegak hukum 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada 

masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, 

akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, 



9 

12Soerjono Soekanto, 2010, Penghantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 125 

 

 

 

 

 

sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran 

pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di 

lingkungannya. 

 
 

E. Ruang Lingkup 

 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu 

batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup seputar pembahasan mengenai 

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang, Adapun 

ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penyebab apa saja yang 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkotika dan mempelajari mengenai 

bagaimanakah penerapan sanksi dalam rangka penanggulangan tindak pidana 

narkotika. Lokasi dari penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.12 

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir  dalam  memecahkan  

atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, 
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13Soedjono, 2002, Doktrin-doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 42 

 

 

 

 

 

meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada 

secara sistematis. 

 
 

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

 

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan- 

permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori 

tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Teori-teori tersebut adalah : 

a. Teori Lingkungan 

 

Teori ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya 

kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “Dunia lebih 

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.13 

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan 

bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi  

seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut 

adalah : 

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

 

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan. 

 

3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 
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b. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda 

 

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal, faktor eksternal yaitu 

lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan 

yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu 

“Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian 

seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”14 

c. Teori Kontrol Sosial 

 

Terdapat dua macam kontrol yaitu personal control dan social control. 

Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar 

seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Social Control adalah kemampuan 

kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan 

norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 

Social Control baik Personal Control menentukan seseorang dapat 

melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang 

mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu 

kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat 

yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi 

akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 

d. Teori Spiritualisme 

 

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan 

keagamaan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama, maka 
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semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan 

sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka  semakin  

takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada 

kejahatan. 

 
 

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

 

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu: 

 

a. Upaya Pre-Emtif 

 

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak 

hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan 

adalah dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga 

dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.dengan melakukan pembinaan 

dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai 

bahaya melakukan tindak pidana melalui penyuluhan dan penyebaran 

pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah. Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki 

niat untuk melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan 

b. Upaya Preventif 

 

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih 

dalam tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif dengan 

melalukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat– 

tempat rawan terjadi penyalahgunaan narkotika, dan juga penjaringan 
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melalui social media.Upaya preventif lebih menekankan untuk 

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

c. Upaya Represif 

 

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana 

atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 

menjatuhkan hukuman.15 Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam 

rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, melakukan investigasi serta penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.16 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif di dukung dengan wawancara. 

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dengan kata lain penelitian 

ini mengkaji permasalahan dengan melihat kepada Peraturan Perundang- 

Undangan.17 Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang 

dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan 

hukum tersebut. 

 

15Ibid, hlm. 32 
16A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79 
17Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 13 
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Penelitian ini akan meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penaggulangan 

tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, yang 

bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan apa adanya 

secara tepat sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, 

atau untuk menentukan penyebaran sutau gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.18 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian yaitu: 

 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach). 

 

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

diketengahkan.19 Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan 

penelitian dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan 

narkotika dan tindak pidana narkotika. 

b. Pendekatan Sosiologis 

 

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan 

hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk 

mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau 

penulisan hukum.20 

 

 

 

 

 
 

18Ibid. hlm. 24 
19 Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa’an Effendi, 2015, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 110 
20 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23 
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3. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

a. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu 

suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan 

yaitu baik dan responden maupun informan. Data primer dari kegiatan 

penelitian atau survei lapangan dilakukan secara purposive sampling 

pada orang ataupun instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui 

wawancara. 

b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertamanya melainkan bersumber dari data–data yang sudah 

terdokumenkan dalam bentuk bahan–bahan hukum.21 

Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum 

Sekunder, yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer : adalah hukum asas dan kaidah hukum. 

 

Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa : 

 

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia 

 
21Ibid. hlm. 24 
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d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang 

mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang 

diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet dengan 

menyebut nama situsnya, Rancangan Undang–Undang, Hasil Karya 

Ilmiah Para Sarjana, hasil–hasil penelitian, buku–buku Hukum (Text 

Books) jurnal–jurnal hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier adalah berupa bahan yang menunjang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang penulisan 

antara lain buku-buku, litertur-literatur hasil penelitian, makalah- 

makalah hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak maupun 

media elektronik. 

 
 

4. Metode Pengumpulan Data 

 

a. Studi Kepustakaan 

 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang 

berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, Perundang- 

Undangan dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang 

diteliti untuk memperoleh data yang dapat menunjang kelengkapan 

penelitian. 
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b. Wawancara 

 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara atau tanya 

jawab langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pelaku, 

yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

 
 

5. Penetapan Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga.22 Menurut Soerjono Soekanto bahwa populasi adalah 

sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik 

yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika  

Nasional di Palembang. 

b. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.23 

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling/jundamental sampling, sampel ini yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian 

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 

populasi serta yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan 

akan data, juga berdasarkan kompetensi dan kedudukannya.24 Setelah 

 

 

 

22Masri Singarimbun, 1995, Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 152 
23Bambang Sunggono,  2007,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 

hlm. 199 
24Burhan Asshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91 
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dilihat dari penjelasan diatas maka sampel yang dipilih adalah Penyidik 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

6. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dalam melakukan penelitian di dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

7. Metode Analisis Data 

 

Setelah data seluruhnya terkumpul dan lengkap, tahapan berikutnya yang 

harus dilakukan adalah menganalisa data. Pada tahap ini, data akan 

dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang 

dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model 

interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara, 

dokumen), kemudian diproses dalam tiga jalur kegiatan, yaitu reduksi data, 

penyajian data dan pengumpulan data.
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